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Mohammad Abdillah, 5116500123, Pertanggungjawaban Hukum Korporasi 
Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016, 
Pembimbing Dwijoyo Hartoyo, S.H, M.H. dan Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H, M.H. 
 
Pertanggungjawaban hukum terhadap Korporasi yang melakukan tindak 
pidana korupsi tidak sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, karenanya Mahkamah Agung menerbitkan PERMA RI Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi 
untuk mengisi kekosongan hukum dan menjadi pedoman bagi penegak hukum. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan bagaimana bentuk-
bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi; 2. 
Menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi Korporasi yang 
melakukan tindak pidana korupsi. 
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan 
“library research”, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka/dokumentasi, 
dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pasal 23 ayat (1) PERMA 
RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana 
oleh Korporasi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap Korporasi yang 
melakukan tindak pidana korupsi dapat dibebankan kepada Korporasinya saja, 
Pengurusnya saja, Korporasi dan Pengurusnya dengan pidana pokok berupa 
pidana penjara bagi pengurusnya dan pidana denda bagi Korporasi, serta pidana 
tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 







Mohammad Abdillah, 5116500123, Corporate Legal Responsibility In Criminal 
Acts Of Corruption Based On PERMA RI Number 13 Year 2016, Advisor 
Dwijoyo Hartoyo,S.H, M.H. and  Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H, M.H. 
 
Legal liability towards Corporations that commit criminal acts of 
corruption is not fully regulated in Act Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 
2001 concerning Eradication of Corruption, therefore the Supreme Court issued 
PERMA RI Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal 
Cases by Corporations to fill legal vacancies and become guidelines for law 
enforcement. 
This research aims to: 1. Describe how forms of criminal acts of 
corruption that can be carried out by corporations; 2. Explain how the legal 
liability for Corporations that commit criminal acts of corruption. 
This type of research will be used is library research "library research", 
the approach in this study is a normative approach. Data collection method in this 
research is literature study / documentation, and analyzed with qualitative 
analysis methods. 
The results of this study indicate that in article 23 paragraph (1) PERMA 
RI No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by 
Corporations explains that responsibility for Corporations that commit criminal 
acts of corruption can be borne only by Corporations, Managers only, 
Corporations and their Administrators with the main criminal sanctions in the 
form of imprisonment for the management and fines for the Corporation, as well 
as additional crimes as referred to in Article 18 of Law Number 31 Year 1999 jo. 
Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. 







“ The problem is not the problem. The problem is your attitude about the 
problem” 
Captain Jack Sparrow. 
 
“ Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan 
tinggalkanlah jejak” 
Ralph Waldo Emerson 
 
“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui.” 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi subjek hukum dalam sistem 
hukum Indonesia adalah individu (orang) dan badan hukum (korporasi)1. 
Berbicara masalah korporasi, maka kita tidak dapat melepaskan pengertian 
tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi 
yang erat kaitannya dengan “badan hukum” (rechtspersoon) dan “badan 
hukum” itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya atau 
dipergunakan dalam ilmu hukum perdata2. 
Dewasa ini dalam ilmu hukum pidana telah diterima dikalangan akademisi 
maupun praktisi, suatu kejahatan khusus yang melibatkan perusahaan yang 
disebut dengan Corporate Crime (Kejahatan Korporasi). Sebelumnya, banyak 
kalangan yang tidak dapat menerima jika sesuatu perseroan dianggap dapat 
melakukan tindak pidana. Mereka berpegangan teguh pada adagium 
“Universitas Delinguere Non potest” (Badan Hukum tidak dapat dipidana) 
dengan alasan bawa suatu badan hukum/Perusahaan tidak memiliki Mensrea 
(niat jahat), dan badan hukum bukanlah pribadi. 
Dalam perkembangannya sudahlah dapat diterima bahwasannya sesuatu 
badan hukum termasuk perusahaan dianggap dapat melakukan tindak pidana 
sehingga konsekuensinya suatu badan hukum dapatlah dipidana. Berkaitan 
dengan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan ini dipandang bukan lagi sebagai 
 
1Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 33. 
2Dwidja Priyatno, Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Pustaka 





masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara karena 
masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju 
maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia. 
Dalam kenyataannya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja 
melibatkan orang-perorang atau manusia alamiah saja, tetapi juga bisa dengan 
mudah dijumpai perkara korupsi yang melibatkan suatu perseroan terbatas, 
yang menurut Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT Nomor 
40) adalah badan hukum. Beberapa kasus korupsi yang masih dalam proses 
penyelidikan maupun yang telah diputus oleh pengadilan menunjukan bahwa 
tidak sedikit korporasi yang berbentuk perseroan terbatas tersangkut paut 
dengan tindak pidana korupsi3. 
Sejarah menorehkan catatan panjang perjuangan bangsa Indonesia 
melawan tindak pidana korupsi baik pada era orde lama, orde baru, maupun 
pada era reformasi, serta era baru pemerintahan saat ini. Namun demikian, 
hingga saat ini tindak pidana korupsi justru semakin merajarela bahkan 
dilakukan dengan cara-cara semakin canggih dan semakin tersistematis. Salah 
satu cara atau modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan dewasa 
ini adalah dengan menggunakan korporasi sebagai sarana, subjek maupun 
objek dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tindak pidana korupsi 
yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi4. 
 
3Hasbullah F. Sjawie, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana 
Korupsi, Kencana, Jakarta, hlm.1 
4Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: 





Sebagai contoh salah satu korporasi yang terjerat kasus tindak pidana 
korupsi baru-baru ini adalah PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk 
yang sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk yang diwakili 
dan bertindak untuk dan atas nama terdakwa oleh pengurus korporasi yaitu 
Djoko Eko Suprastowo selaku Direktur Utama PT NKE, Tbk.  PT NUSA 
KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk diduga telah melakukan tindak pidana 
korupsi dalam 9 proyek pembangunan. Salah satu proyek tersebut yaitu 
Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi 
dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010, dimana 
terdapat penyimpangan dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 
25.953.784.580,57.  
Dengan banyaknya korporasi yang terjerat kasus korupsi, jelas saat ini 
pekembangan masalah korupsi di Indonesia sudah sedemikian parahnya dan 
menjadi kejahatan luar biasa (Extra ordinary crime). Jika pada masalalu 
korupsi sering diidentikan dengan pejabat atau pegawai negeri yang 
menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya kini korupsi 
juga telah melibatkan anggota Legislatif, Yudikatif, Bankir, Konglomerat, dan 
juga Korporasi. Dalam perkembangan terbaru, untuk melengkapi kelemahan-
kelemahan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-





telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi5. 
Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh 
Korporasi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 
“Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi 
Berdasarkan PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan mengemukakan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 
korporasi? 
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi yang 
melakukan tindak pidana korupsi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dari penulisan rumusan masalah diatas, yaitu : 
1. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana 
korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi. 
2. Untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap 
korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. 
 






D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi 
mahasiswa ilmu hukum maupun para peneliti terhadap peningkatan 
dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tindak pidana, 
khususnya dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan 
masukan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak 
pidana, khususnya dalam memecahkan permasalahan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh korporasi. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian yang terkait atau referensi primer yang berhubungan 
dengan penelitian ini : 
1. Warih Anjari (2016) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
UTA’45 Jakarta dengan judul “Pertanggungjawaban Korporasi 
Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. Jurnal ini membahas tentang 
menganalisis sistem pertangungjawaban korporasi, agar dapat 
menjatuhkan pidana terhadap korporasi, dan mengetahui kendala 
menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Korporasi merupakan subyek 





sikap batin. Sedangkan untuk dapat dipertanggungjawabankan secara 
pidana disyaratkan adanya mens rea/schuld. Kejahatan yang dilakukan 
korporasi sangat merugikan masyarakat dan negara. Sedangkan sistem 
pertanggungjawaban konvensional yang bersifat individual, direct dan 
based on schuld, sulit diterapkan pada korporasi.  
2. Henry Donald Lbn. Toruan (2014) Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Sistem Hukun Nasional Badan Pembinaan Hukum 
Nasional dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi 
Korporasi”. Jurnal ini membahas apakah korporasi merupakan subjek 
tindak pidana korupsi dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban 
hukumnya apabila korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana 
korupsi. Jika mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UUPTPK berikut 
penjelasannya, maka tindak pidana korupsi korporasi merupakan 
perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, 
yang perbuatannya dapat dipidana. Namun pertanggungjawaban 
pidana pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil mengalami 
kesulitan karena hukum pidana menganut asas legalitas dimana unsur 
kesalahan mutlak harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana. 
Pertanggungjawaban yang mungkin dilakukan terhadap korporasi yang 
melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi adalah 
dalam pidana bentuk lain. 
3. Aji Surya (2019) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 





Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Sistem 
Peradilan Pidana Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang mengapa 
korporasi dapat dibebani tanggungjawab secara hukum pidana dan 
bagaimana cara membuktikan bahwa korporasi dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Dapat 
tidaknya korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak 
pidana, sejatinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, 
sepanjang korporasi itu telah memperoleh status kebadanhukumannya 
yang sah maka korporasi itu bisa dibebani pertanggungjawabana 
secara pidana. Cara membuktikan korporasi dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dengan 
menggunakan pertanggungjawaban mutlak (Strict liability), 
pertanggungjawaban pengganti (Vicarious liability) serta mengadopsi 
teori identifikasi (Identification theory) kedalam penanganan tindak 






F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kepustakaan (library researh). Penelitian kepustakaan 
(library research) yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, 
buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian6. Penelitian 
ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih 
banyak menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen 
hukum. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau 
permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut 
hukum yang berlaku).7 Dalam penelitian normatif ini, hukum yang 
tertulis dikaji dari beberapa aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur 
atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada 
tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang 
serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Sehingga dapat 
disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan 
yang sangat luas. 
 
 
6 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm.107 
7 Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Buku Panduan Penulisan Skripsi, 





3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, 
dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dibagi 
menjadi 2 bahan hukum, yaitu: 
- Bahan hukum primer 
Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu: 
o Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
o Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
o PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi 
o Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 1999 jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
- Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan 









4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka/ 
dokumentasi. Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan 
data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. 
Pustaka/dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, seperti putusan 
pengadilan, dokumen resmi, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan 
sosial, dan dokumen lainnya9. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif. Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada 
proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap 
dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan logika 
ilmiah. Dan menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian 
melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif10. 
 
G. Rencana Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi 
dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PERMA RI No. 13 Tahun 2016” 
akan dibuat sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing – masing 
terdiri dari sub – sub bab dengan susunan sebagai berikut : 
Bab I  Pendahuluan,merupakan pengembangan dariproposal yang 
menyajikan (a) latar belakang permasalahan; (b) rumusan masalah; 
 
9 Suteki dan Galang Taufan,  Metodologi Penelitian Hukum, Depok : Raja Grafindo Persada, 2018, 
hlm. 217 





(c) tujuan penelitian; (d) manfaatpenelitian; (e) tinjauan pustaka; 
(f) metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan 
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis 
data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual, yang berisikan landasan teori yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan 
memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan,berisikan uraian data hasil 
penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan, serta 
pembahasan yangmenjawab permasalah skripsi ini. 
Bab IV Penutup, merupakan kristalisasi semua yang telah dibahas 
sebelumnya dan menjawab rumusan masalah yang didalamnya 
berisikan kesimpulan dan saran dari semua hasil yang telah dicapai 
dalam masing – masing bab sebelumnya. 
Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftarpustaka dan 
lampiran-lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum yang didapat 





A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Sebelum diuraikan lebih dalam tentang tindak pidana korupsi, terlebih 
dahulu perlu dijelaskan mengenai tindak pidana. Tindak pidana dalam 
bahasa Belanda yaitu, staffbaarfeit, yang terdiri dari kata straafbaar 
artinya dapat dihukum dan feit artinya sebagian dari kenyataan, sehingga 
staffbaar feit artinya sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum11. 
Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum 
pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-
undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana 
merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam 
ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam 
memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.12. 
Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaar feit 
menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal 
 
11 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 5-6. 





tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan 
tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai 
kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-
undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini 
mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib 
apabila akan timbul kejahatan, apabila dia tidak melaporkan maka ia dapat 
dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah strafbaar feit telah diterjemahkan 
kedalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya 
saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, 
peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. 
Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbaar feit itu kedalam arti 
yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan 
pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 
mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
siapa larangan tersebut13.” 
Sementara perumusan straftbaar feit menurut Van Hamel dalam buku 
Satochid Kartanegara adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam 
Undang-Undang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan 
dilakukan dengan kesalahan14. 
 
13 C.S.T.Kansil dan Christine S.T, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004, 
hlm. 54. 






Sedangkan menurut Simon dalam rumusannya straafbaarfeit itu 
adalah “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawababkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum15.” 
Banyak istilah terkait dengan tindak pidana, ada yang menggunakan 
istilah delik berasal dari bahasa latin yaitu “delictum”. Pengertian dalam 
bahasa Jerman dan Belanda digunakan dengan istilah “delict”. Sedangkan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di 
Indonesia bersumber dari “Wetboek van Strafrecht Nederl” menggunakan 
istilah “strafbaar feit” untuk menyebutkan tindak pidana16.  
H.J. Van Schravendijk mengartikan delik sebagai perbuatan yang 
boleh dihukum. Sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah 
peristiwa pidana, karena istilah pidana menurutnya meliputi perbuatan 
“andelen” atau “doen” positif melainkan “visum” atau negatif atau maupun 
akibatnya17. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana suatu 
tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan 
 
15 Evi Hartanti, Loc. Cit, hlm. 5-6. 
16 Tom Fernando Napitupulu, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 
Kekerasan, Skripsi Sarjana Hukum, Tegal: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti 
Tegal, 2019, hlm.15. 
17 S.R., Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Ahaem 





diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum. Serta 
dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab18. 
Tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam 
peraturan perundang-undangan, dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, 
adakalanya digunakan istilah delik untuk pengertian tindak pidana, istilah 
delik berasal dari kata “delict” dalam bahasa Belanda. Ada pula yang 
menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana, istilah tersebut 
digunakan pertama kali oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh. Istilah perbuatan 
pidana diambil dari frasa “criminal act” dalam bahasa Inggris, dalam bahasa 
Belanda selain digunakan istilah “delict”, digunakan juga istilah “strafbaar 
feit”. Istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah “crime” atau 
“offence”19. 
Demikian halnya dengan Satocid Kartanegara menganjurkan istilah 
tindak pidana karena istilah (tindak) mencakup pengertian melakukan atau 
berbuat, “active handting” atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak 
melakukan suatu perbuatan “passive handeling”20. Istilah perbuatan menurut 
Satocid Kartanegara berarti melakukan, berbuat “actieve handeling” tidak 
mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan.Istilah peristiwa 
tidak menunjukkan hanya kepada tindakan manusia. Sedangkan terjemahan 
 
18Ibid.,hlm. 211. 
19 Dimas Arief Ramadhani, Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Skripsi 
Sarjana Hukum, Semarang: Perpustakaan Fakultas Hukum Unissula, 2019, hlm. 14, t.d. 





pidana “strafbaar feit” yang setelah membahas uraian tentang pengertian 
delik, pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik Bukan hanya Satocid 
dan Wirjono yang menerjemahkan delik “strafbaar feit” tersebut di atas, 
tetapi Andi Zainal Abidin pula selama kurang lebih 20 (dua puluh tahun) 
mendalami makna “strafbaar feit”. 
Setelah membahas uraian tentang pengertian delik, pada akhirnya 
pilihannya jatuh kepada istilah delik. Seperti yang diungkapkan oleh seorang 
ahli hukum pidana Moeljatno, menerangkan bahwa tindak pidana merupakan 
“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja 
yang melanggar larangan tersebut”21. 
Tindak pidana diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam menjatuhi 
pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana dengan dasar 
pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. 
Namun sebelum mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu 
tentang perbuatan pidanya sendiri, berdasarkan asas legalitas “Principle of 
legality”22. Yang merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan 
terlebih dahulu dalam perundang-undangan. 
 
21 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 55. 





2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam 2 unsur, yaitu: 
1) Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri 
sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung 
didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai 
berikut:23 
a. Kesengajaan atau kelalaian. 
b. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi 
“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu 
telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak 
selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan 
karena kehendaknya sendiri.” 
c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain. 
d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam 
kejahatan menurut Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang 
 





siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 
dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup 
atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” 
e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP yang berbunyi “Jika seorang 
ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran 
anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan 
anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan 
maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum 
pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.”  
2) Unsur Objektif 
Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 
keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah 
sebagai berikut:24 
a. Sifat melawan hukum. 
b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil 
melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP 







ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus 
atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja 
mengelapkan uang atau surat berharga yang disimpan 
karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat 
berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau 
menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan 
tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun.”  
c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. 
Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan 
yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:25 
1) Diancam dengan pidana oleh hukum 
2) Bertentangan dengan hukum 
3) Dilakukan oleh orang yang bersalah 
4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya 
Sedangkan menurut pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak 
pidana dapat dibedakan atas 2 (dua) sudut pandang yakni: “Dari sudut 
pandang teoritis serta sudut pandang Undang-Undang. Maksud teoritis ialah 
berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi 
 





rumusannya.Sedangkan sudut Undang-Undang merupakan bagaimana 
kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam 
pasal-pasal peraturan perundang-undangan”26. 
1) Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis 
Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana 
adalah sebagai berikut: 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
d. Unsur melawan hukum yang objektif; 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Perlu ditekankan kembali bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak 
terdapat unsur melawan hukum, namun bukan berarti bahwa perbuatan 
tersebut tidak bersifat melawan hukum.Perbuatan tersebut sudah sedemikian 
wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan 
sendiri.Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan 
lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam 
 





perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang 
subjektif27. 
2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang 
Unsur-Unsur tindak pidana dalam Undang-Undang terdiri atas 
unsur objektif dan unsur subjektif, unsur objektif menitikberatkan 
pada unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku. Sedangkan unsur 
subjektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di dalam diri 
pelaku, mengenai tingkah laku atau perbuatan. Unsur kesalahan dan 
melawan hukum dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan, 
sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan 
bertanggungjawab. Selain itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain 
baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara 
khusus untuk rumusan tertentu maka dapat diketahui adanya 8 
(delapan) unsur tindak pidana, yaitu:28 
a. Tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
 
27 Moeljatno, Op.cit.,hlm. 63. 





f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. 
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam 
tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana 
dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu,yakni sebagai berikut:29 
1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatanyang dimuat 
dalam buku II dan pelanggaranyang dimuat dalam buku III.  
Alasan pembedaan antara kejatan dan pelanggaran adalah jenis 
pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan.Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan 
denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman 
pidana penjara.30 
Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan 
pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang 
melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya 
secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan 
 






in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang 
membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:31 
a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan 
yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang 
Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang 
digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka 
di pandang tidak perlu dituntut. 
b. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran 
tidak dipidana.  
c. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah 
umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau 
pelanggaran. 
2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak 
memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai 







perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya 
pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.32 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan 
adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa 
yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk 
selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh 
mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya 
tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. 
Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal 
pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari 
perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya 
nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.33 
3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak 
pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.;34 
 
32Ibid, hlm. 29. 
33Ibid, hlm. 29-30. 





4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan 
tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.35 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang 
untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota 
tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar 
larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana 
yang dirumuskan secara formil maupun secara materil.Bagian 
terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah 
tindak pidana aktif.36 
Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif 
murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana 
pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil 
atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur 
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak 
pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada 
dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 








mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukandengan tidak 
berbuat/atau mengabaikan sehingga akibatitu benar-benar timbul.37 
5) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus.38 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II 
dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua 
tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini 
sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal 
dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar 
KUHP.39 
6) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) 
dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).40 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan 
untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar 
tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian.Akan 
tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus 
 
37Ibid, hlm. 30-31. 
38Ibid, hlm. 31. 
39Ibid, hlm. 31-32. 





hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, 
misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda 
(pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.41 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa: “baik 
kejahatan dan pelanggaran adalah perbuatan pidana yaitu 
perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan 










B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan  
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan  
Pidana dan pemidanaan adalah sebagai satu kesatuan sistem, sistem 
pemidanan dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan 
pidana”. Sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yakni sudut 
pandang fungsional dan sudut pandang norma substantif43. Sudut pandang 
fungsional, diartikan bahwa sistem pemidanaan merupakan bagian 
keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ 
operasionalisasi/konkretisasi pidana dan juga keseluruhan sistem (aturan 
perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan 
atau dioperasionalkan secara konkrit. 
Sedangkan dalam perspektif norma substantif (hanya dilihat dari 
norma-norma hukum pidana substantif) sistem pemidanaan dapat diartikan, 
sebagai keseluruhan sistem aturan / norma hukum pidana materiil untuk 
pemidanaan atau keseluruhan sistem aturan / norma hukum pidana materiil 
untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Apabila perspektif 
kedua tersebut kita bawa pada pembahasan masalah sistem pemidanaan, maka 
pembicara tidak dapat dilepaskan dengan rasionalitas hukum pidana yang 
 
43I Ketut Mertha, S. M., Buku Ajar Hukum Pidana. Denpasar, Bali: Fakultas Hukum Universitas 





bersandar atas 3 konsep yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan 
pidana sebagai persoalan pokok dalam hukum pidana44. 
Pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah kejahatan 
tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya. Terdapat 
beberapa istilah dalam bahasa asing mengenai pidana, seperti pidana berasal 
dari bahasa latin “poena” yang memiliki arti sebuah nestapa seperti dendam 
dan pembalasan, pidana juga berasal dari istilah bahasa Yunani yaitu “poine” 
yang memiliki makna yaitu ganti rugi atau uang pengganti. “Straf” dan 
“word gestraf” adalah sebuah istilah dalam bahasa Belanda untuk hukuman 
dan dihukum yang menurut Moeljatno merupakan istilh konvensional, 
sehingga beliau tidak setuju penggunaan istilah “straft” sebagai ganti istilah 
pidana dan “word gestraf”45. Dihukum berarti diterapi hukum menurut 
Moeljatno bukan hanya hukum pidana tetapi juga perdata. Sehingga, didapat 
pengertian bahwa hukuman adalah hasil atau akibat dari hukum tadi yang 
mencakup arti luas bukan hanya pidana tetapi juga pada putusan hakim secara 
perdata juga. 
Lain hal dengan pendapat Van Hammel mengenai arti pidana atau straf 
menurut Van Hammel bahwa pengertian pidana menurut hukum positif 
adalah penjatuhan suatu penderitaan khusus oleh kekuasaan yang berwenang 
untuk menjatuhkan pidana dengan negara sebagai penanggung jawab dari 
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ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni dikarenakan semata-
mata bahwa orang tersebut telah melakukan pelanggaran suatu hukum yang 
harus ditegakan oleh negara46. 
Sedangkan untuk pengertian Pemidanaan yang merupakan sinonim dari 
penghukuman menurut Prof. Sudarto berasal dari kata hukum sehingga dapat 
diartikan menetapkan atau memutuskan hukum untuk suatu peristiwa hukum 
baik itu dalam konteks pidana maupun perdata47. Jika istilah ini penghukuman 
dalam konteks pidana secara arti sempit adalah sebuah pemidanaan atau 
penjatuhan pidana atau pemberian hukuman pidana oleh hakim. 
Terdapat unsur – unsur atau ciri dari hukum pidana menurut Prof. 
Muladi:48 
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); 
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 
pidana menurut undang-undang. 
Pada hakikatnya pidana bertujuan untuk menertibkan, namun secara garis 
besar tujuan utama dari adanya pidana yaitu mengatur dan mempengaruhi 
 
46 T. Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia, Yogyakarta: DeePublish, 
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tingkah laku manusia serta untuk sebuah penyelesaian konflik. Pidana juga 
bisa dikatakan sebagai ultimatum remedium atau sebuah solusi akhir dalam 
menyelesaikan sebuah konflik yang bersifat penderitaan. Seperti yang 
dikemukakan oleh Herbert L. Packer bahwa pidana harus memiliki 
karakteristik berupa derita atau sesuatu hal yang dianggap tidak 
menyenangkan yang diberikan atau diancamkan kepada kepada pelaku yang 
melakukan pelanggaran suatu hukum yang dijatuhkan atau diberikan oleh 
manusia lain yang memiliki kewenangan dan bertujuan untuk mencegah 
pelanggaran hukum atau membalas atas pelanggaran hukum atau untuk tujuan 
keduan-duanya49.  
Bagian pelengkap dari adanya suatu pidana dan hukum pidana yaitu 
pemidanaan atau istilahnya sentencing  atau straftoemeing yang merupakan 
bagian yang sangat penting dari hukum pidana dimana puncak dari 
pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta benda, 
bahkan jiwanya inilah yang disebut penderitaan dari akibat seseorang 
melakukan tindak pidana50.  
Pemidanaan adalah bagian sewenang-wenang dan tidak memiliki prinsip 
dari hukum pidana menurut pendapat kriminologi N.Morris and G.Hawkins 
berdasarkan penelitiannya pada undang-undang mengenai hukum pidana dan 
pemidanaan yang ternyata di dalamnya tidak ditemukan pedoman pasti dalam 
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pemidanaan sehingga hakim pidana tidak mudah dalam menjalankan tugasnya 
dengan baik yang pada akhirnya timbul kesewenang-wenangan praktek 
peradilan pidana  dalam pemidanaan51.  
Untuk menghindai kesewenang-wenangan itu maka dalam proses 
pemidanaan dikenal adanya proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum 
sehingga dapat dipastikan suatu perbuatan seseorang melawan hukum atau 
tidak. Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan 
pokok, yaitu Jenis pidana (strafsoort), lamanya ancaman pidana (strafmaat), 
dan pelaksanaan pidana (strafmodus). 
 
2. Teori Pemidanaan  
Herbert L. Packer menuliskan tentang pemidanaan itu sebagai berikut 
“…punishment is a necessary but lamentable from of socialcontrol. It is 
lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose  
achievement is a matter of chance”52. Penjatuhan pidana memang diperlukan 
namun, pidana juga perlu disesalkan karena sifatnya yang merupakan 
penderitaan. Karena itu lah, perlu dicari pembenaran dan dasarnya.Alasan 
penggunaan pidana bukan hanya pada sekedar kebijakan tetapi sudah 
mengarah ke dalam perdebatan filosofis dan teoritik yang menjadi alasan 
penjatuhan sanksi pidana tersebut. Penjatuhan pemidanaan bisa dibilang 
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adalah upaya “balas dendam” terhadap perilaku kejahatan dan pelanggaran 
yang bersifat pidana oleh Negara secara legal formal. 
Sehubungan dengan tersebut maka muncul lah perkembangan teori hukum 
dalam hal pemidanaan yaitu teori pemidaan yang terdiri atas teori pembalasan 
(absolut), teori tujuan (relatif), dan teori gabungan.Teori – teori pemidanaan 
ini muncul untuk menerangkan dasar dari sudut pandang dan sisi Negara 
dalam menjatuhkan pidana. 
a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut(Vergeldings Theorien) 
Teori absolut ini adalah teori yang muncul bersamaan dengan awal 
pemikiran mengenai pidana, yang mendasari teori ini adalah tentang 
pembalasan. Dasar ini lah yang menjadi pembenar atas penjatuhan 
hukuman terhadap seseorang yang dianggap telah melakukan pelanggaran 
maupun kejahatan terhadap hak dan kepentingan hukum masyarakat 
maupun negara yang telah dilindungi, bukan hanya sesuatu yang perlu 
dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana 
adalah pembalasan (revegen). Teori absolut ini memiliki karateristik 
menurut Karl O. Andenaes :53 
a) Tujuan pidana adalah semata-mata pembalasan 
b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak 
mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk 
kesejahteraan masyarakat 
 





c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana 
d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar 
e) Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni 
dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau 
memasyarakatkan kembali si pelanggar. 
Andi Hamzah mengemukakan bahwa di dalam teori pembalasan bahwa 
pidana bukanlah merupakan tujuan praktis seperti memperbaiki penjahat. 
Kejahatan sendiri lah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, 
pidana itu mutlak ada karena adanya suatu kejahatan, sehingga tidak perlu 
memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Apabila mengesampingkan dan tidak 
perlu dipikirkan mengenai manfaat dari pidana, maka yang terjadi adalah 
bahwa pidana semata-mata prinsipnya untuk balas dendam dengan 
mengesampingkan nilai kemanusiaan dan tidak membina pelaku kejahatan. 
Teori Pembalasan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu54 :   
1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika. Dalam teori 
ini hukum adalah sebuah perwujudan dari kemerdekaan, 
sedangkan kejahatan merupakan tantangan kepada hukum dan 
keadilan, pembalasan adalah sebuah bentuk demi keindahan atau 
kepuasan. Hal ini dikemukakan oleh Hegel. Selain Hegel teori ini 
juga dikemukakan oleh Herbert bahwa menurutnya teori 
 





pembalasan adalah tuntutan mutlak dari perasaan ketidak puasan 
masyarakat sebagai akibat dari kejahatan.  
2) Pembalasan sesuai ajaran Tuhan. Penganut teori ini Stahl Gewin 
dan Thomas Aquino yang mengemukakan suatu kejahatan 
merupakan pelangngaran terhadap keadilan dan harus ditiadakan, 
mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi 
terpeliharanya pri keadilan Tuhan  
3) Pembalasan sebagai kehendak manusia. Teori ini dikemukakan 
oleh Jean Jacques Rousseau, Hugo De Groot, Grotius, Beccaria. 
Memandang Negara sebagai hasil dari kehendak manusia, 
mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak 
manusia. 
Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori 
pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan 
berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 12 
Tahun 1995).Di dalam RUU KUHP juga secara tegas bahwa tujuan 
pemidanaan bukanlah untuk dimaksudkan untuk menderitakan dan 
merendahkan martabat manusia hal ini termaktub dalam pasal 55 ayat (2) 
RUU KUHP. 
b. Teori Tujuan atau Relatif  
Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, 





pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, 
tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu 
teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar 
pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada 
tujuannya.Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang 
membuat kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan 
melakukan kejahatan)55. Tujuan pidana dalam teori pemidanaan relatif 
secara garis besar yaitu mewujudkan adanya ketertiban di masyarakat, 
pemidanaan bukan hanya sekedar pembalasan semata akan sebuah 
kejahatan.  
Teori relatif ini memiliki terbagi menjadi empat teori lagi yaitu : 
1) Teori Prevention, yaitu memisahkan penjahat dari masyarakat 
atau pergaulan masyarakat guna melindungi masyarakat. Teori 
ini di kemukakan oleh Ferri dan Garofalo. 
2) Teori Deterrence, yaitu memberikan rasa takut untuk menakuti 
pelaku kejahatan sehingga tidak mengulai lagi dan untuk 
individu lain sehingga tidak terjadi kejahatan. Teori ini 
dikemukakan oleh Paul Anselm van Feuerbach. 
3) Teori Reformation atau perubahan, yaitu mengubah sifat jahat 
pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali dengan 
pembinaan dan pengawasan sehingga dapat kembali ke 
 





masyarakat sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai 
masyarakat. Teori ini di kemukakan oleh Grolman, Van Krause 
Roder. 
4) Menjamin ketertiban hukum, mengadakan norma-norma yang 
menjadi ketertiban umum. Teori ini dikemukakan oleh Frans 
Von Litz, Van Hamel, Simons. 
Sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dikatakan dekat dengan teori 
relatif ini. Salah satu buktinya adanya sistem Pemasyarakatan yang 
merupakan bentuk dari teori reformatif yang kemudian diimplementasikan ke 
dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. 
Pembinaan penjahat untuk menjadi pentobat dijadikan sebagai tujuan dari 
pemidanaan akan sulit dilakukan jika tidak ada pendekatan individualisasi 
pidana. Penjahat yang melakukan pencurian karena lapar tidak dapat 
disamakan dengan koruptor yang mencuri uang karena rakus.Karena itulah 
teori tujuan ini juga belum dapat memberikan secara utuh dari adanya tujuan 
dijatuhkannya pidana. 
c. Teori Gabungan  
Pada dasarnya teori ini merupakan gabungan dari kedua teori 





melindungi masyarakat guna menciptakan ketertiban. Teori gabungan 
dapat dibagimenjadi tiga golongan56 : 
1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada teori pembalasan tanpa 
melebihi batasan guna menjaga dan mempertahankan ketertiban 
masyarakat. Makna tiap hukuman adalah pembalasan, tetapi 
maksud dari hukuman adalah untuk melindungi tata hukum 
(Zevevenbergen “hormat terhadap hukum dan pemerintah”) 
adanya keseimbangan antara teori pembalasan dan teori tujuan. 
2) Teori gabungan yang lebih mengutamakan atau menitikberatkan 
pada mempertahankan ketertiban masyarakat, hukuman yang 
dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan. 
Thomas Aquinas “kesejahteraan umum menjadi dasar hukum 
perundang-undangan”. Pidana yang dijatuhkan adalah untuk 
melindungi/menjaga ketertiban yang dapat memberikan 
kesejahteraan pada masyarakat. Tetapi karena pidana dijatuhkan 
pada seseorang yang melakukan kesalahan (kesengajaan) maka 
harus pula ada pembalasannya. Intinya hukum pidana harus 
memberikan kepuasan pada masyarakat. 
3) Teori gabungan yang menghendaki adanya keseimbangan antara 
teori pembalasan dan teori tujuan.  
 





Pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan 
pembalasan terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan demi 
terjaganya ketertiban masyarakat. Pidana mengandung hal-hal lain menurut 
Roeslan Saleh diantaranya bahwa pidana akan membawa kerukunan serta 
pidana adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan seorang yang telah 
melakukan tindak pidana dapat diterima kembali dalam masyarakat57.   
Teori gabungan dianggap sesuai diterapkan di Indonesia karena bersifat 
manusiawi dan seimbang antara pembalasan dan perlindungan terhadap 
masyarakat. Hal tersebut juga selaras dengan Standard Minimum Rules for 
the Treatment of Prisoners 1957 dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak 
untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak 
manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. 
 
3. Jenis-jenis Pidana  
Jenis pidana yang dijatuhkan berdasarkan pada buku I Bab II Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 10 KUHP dibedakan 
menjadi dua garis besar yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. 
a. Pidana Pokok  
• Pidana mati  
• Pidana penjara  
 





• Pidana kurungan  
• Pidana denda  
b. Pidana Tambahan  
• Pencabutan hak-hak tertentu 
• Perampasan barang-barang tertentu 
• Pengumuman putusan hakim 
Terdapat satu pidana pokok baru setelah lahirnya Undang-Undang tanggal 
31 oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II nomor 24, yakni apa 
yang disebut pidana penutup58.  
Pidana pokok dapat dijatuhkan secara sendiri, lain halnya dengan pidana 
tambahan dimana harus dijatuhkan bersama-sama dengan suatu pidana 
pokok.Pidana pokok juga bersifat imperatif atau keharusan berbeda dengan 
pidana tambahan yang bersifat fakultatif atau bukan suatu keharusan dalam 
artian hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana tambahan atau tidak 
dalam suatu penjatuhan pidana pokok.Dalam hal-hal tertentu pidana tambahan 
merupakan keharusan, seperti dalam Pasal 250 bis,Pasal 261 dan Pasal 275. 
(1) Pidana Pokok  
a) Pidana Mati  
Pidana Mati merupakan pidana yang terberat.Hal ini diketahui dari 
urutan jenis pidana mati yang letaknya paling atas dalam jenis pidana 
pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 69 KUHP 
 





berat ringannya pidana ditentukan oleh urutannya dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Pidana mati sudah ada di Indonesia jauh sebelum berlakuknya 
hukum kolonial Belanda pada masa penjajahan. Hal ini tidak terlepas 
dari adanya hukum adat dan hukum agama-agama yang ada di 
Indonesia. Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan Pasal 11 KUHP 
yaitu dengan hukuman gantung telah diubah dengan adanya Perpres 
No. 2 tahun 1964 yang menentukan pelaksanaan hukuman mati 
dilakukan dengan ditembak sampai mati di daerah pengadilan yang 
menjatuhkan hukuman dalam tingkat pertama. 
Hukuman mati di dalam KUHP terdapat dalam 8 (delapan) 
kejahatan saja yang diancam dengan hukuman mati yaitu kejahatan 
terhadap negara (Pasal 104,105,113 ayat (2), 124 bis KUHP), 
kejahatan pembunuhan yang direncanakan (Pasal 140 ayat (3), Pasal 
340 KUHP), dan kejahatan pencurian dan pemerasan yang dilakukan 
oleh lebih dari satu orang, dilakukan dengan kekerasan, dan 
mengakibatkan matinya orang (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2) 
KUHP. 
Ancaman pidana mati juga terdapat di luar KUHP diantaranya 
yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi dan lainnya. Namun, penerapan hukuman mati 





berbeda di negara China yang sudah menerapkan hukuman mati bagi 
pelaku korupsi. 
b) Pidana Penjara  
Pidana penjara adalah pidana yang membatasi kebebasan bergerak 
dari seorang terpidanadengan cara menempatkan terpidana di sebuah 
lembaga pemasyarakatan, dengan kewajiban mentaati peraturan tata 
tertib yang ada di lembaga pemasyarakatan dikaitkan dengan suatu 
tindakan tata tertib yang mereka langgar59.   
Pidana Penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara 
merupakan pidana utama bila dilihat dari jenis pidana hilang 
kemerdekaan. Pidana penjara bisa dijatuhkan seumur hidup, atau dapat 
selama waktu tertentu. Pidana penjara dalam batas waktu tertentu 
memiliki batas maksimum umum adalah 15 tahun, dalam hal-hal 
tertentu dapat sampai 20 tahun dan minimum umum adalah 1 hari. 
c) Pidana Kurungan  
Pidana kurungan yaitu pembatasan kebebasan bergerak seorang 
pidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemsayarakatan. Pidana 
kurungan hanya dijatuhkan kepada kasus pelanggaran atau kejahatan 
karena kealpaan. Pidana kurungan lamanya sekurang-kurangnya satu 
hari dan maksimal satu tahun. Namun, pidana kurungan dapat 







semenloop, suatu recidive atau karena pegawai negeri yang telah 
menodai kewajibannya atau melakukan kesewang-wenangan atas 
jabatan.Terpidana kurungan memiliki hakpistol.Hak Pistol adalah hak 
untuk menata sendiri ruang tahanannya. 
Terdapat perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan 
yaitu :60 
• Dalam pelaksanaan pidana penjara, orang yang dijatuhi pidana 
penjara dapat menjalani penjara di LAPAS dimana saja tanpa 
terikat tempat tinggal sedangkan dalam pidana kurungan orang 
yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dijalankan di luar 
daerah bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana dijatuhkan.  
• Pekerjaan seorang narapidana yang dipenjara lebih berat daripada 
orang yang dijatuhi pidana kurungan.  
• Orang yang dijatuhi kurungan mendapatkan suatu hak pistole yaitu 
hak yang diberikan untuk memperbaiki keadaannya di dalam 
rumah penjara sedangkan pidana penjara tidak memiliki hak 
tersebut. 
d) Pidana Denda 
Pidana denda adalah perampasan harta benda terpidana.Pidana 
denda merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa 
kewajiban seorang terpidana membayar sejumlah uang yang 
 





diputuskan oleh Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sistem pidana 
denda awal diperkenalkan oleh negara-negara Skandinavia, yang 
dikuti oleh Jerman, Austri, Portugal, dan Perancis dimana disebut 
denda harian (day fine). Penjatuhan denda harian berdasarkan 
kemampuan keuangan orang perhari, pendapat perhari dikurangi 
hutang-hutang. Sehingga penjatuhan pidana denda pada delik yang 
sama tidak sama jumlah dendanya. Pidana denda di Indonesia diatur 
dalam Pasal 30 KUHP. Namun, diluar KUHP pidana denda dijatuhkan 
dengan pidana pokok yang lain atau disebut Stesel Pidana Komulatif 
seperti dalam perkara perlindungan anak, terdakwa dapat dijatuhi 
pidana penjara dan denda.  
Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan menurut Pasal 
31 KUHP apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda atau tidak 
sudi membayar denda. Terpidana denda dapat menjalani pidana 
kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu dari pembayaran 
denda. Sewaktu-waktu terpidana dapat dibebaskan dari pidana 
kurungan pengganti jika langsung membayarkan denda, pembayaran 
sebahagian denda baik sebelum  maupun sesudah mulai menjalankan 





pidana kurungan yang seimbang dengan yang dibayarnya (Pasal 31 
KUHP)61. 
(2) Pidana Tambahan  
Pidana tambahan biasanya tidak dapat berdiri sendiri melainkan selalu 
berdampingan dengan pidana pokok. Pidana tambahan dikatakan pidana 
fakultatif yaitu apabila hakim telah yakin dengan tindak pidana yang 
dilakukan terdakwa hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan 
kecuali untuk pasal 250, 250 BIS, 261, dan 275 KUHP. 
1) Pencabutan hak-hak  
Hak-hak yang dapat dicabut dapat diketahui dari Pasal 35 KUHP, 
yaitu hak untuk memegang jabatan tertentu, hak untuk menjani 
pekerjaantertentu, hak untuk memilih dan dipilih, hak menjadi 
penasihat hukum, ataupengurus menurut penetapan pengadilan, hak 
menajdi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu-pengampu 
pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. 
2) Perampasan Barang-barang Tertentu 
Menurut Pasal 35 KUHP tidak semua barang—barang milik 
terpidanadi rampas. Barang-barang yang dapat dirampas adalah 
barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan 
tersebut (corpora delicti), dan barang-barang yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahata (instrumenta delicti). Barang-barang yang 
 





dirampas tersebut harus disebutkan secara limitatif dalam putusan 
hakim. 
3) Pengumuman Putusan Hakim 
Pengumuman putusan hakim harus dibacakan dalam sidang 
terbuka. Walaupun putusan hakim dilakukan dalam sidang terbuka, 
adakalanya putusan itu dipandang perlu untuk diumumkan agar lebih 
diketahui oleh masyarakat secara luas. Pengumuman putusan hakim 
ini perlu dilakukan agar orang tertentu yang biasa melakukan 
kejahatan tertentu tidak membahayakan orang lain lagi. Pengumuman 
ini dilakukan biasanya melalui surat kabar dengan memuat ikhtisar 
dari putusan hakim tersebut. Biaya pengumuan menurut ketentuan 
Pasal 43 KUHP ditanggung oleh terpidana62. 
(3) Pidana Penutup  
Terdapat satu pidana pokok baru setelah lahirnya Undang-Undang 
tanggal 31 oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II nomor 
24 halaman 287 dan 288, yakni apa yang disebut pidana penutup, pidana 
ini dimaksudkan sebagai penngganti pidana penjara yang dapat dijatuhkan 
oleh hakim bagi pelaku suatu kejahatan, karena maksud pelaku tersebut 
didorong oleh alasan yang patut dihormati didalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang pidana penutupan :63 
 
62I Ketut Mertha, Op. Cit. hlm. 174. 





a. Tempat untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana itu 
dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan Undang-Undang ini 
diatur di dalam Peraturan Pemerintah.  
b. Peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan 







C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Secara terminologi korupsi berasal dari bahasa latin coruptio atau 
menurut web student dictionary adalah coruptus. Coruptio berasal dari 
suatu kata latin yang lebih tua yaitu corumpere. Dari bahasa latin itulah, 
diadopsi dalam berbagai bahasa di Eropa, seperti Inggris: corruption, 
corrupt. Perancis : corruptio, danBelanda coruptie (korruptie)64.  
Menurut Syed Husein Alatas, Pengertian korupsi secara umum 
diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik 
atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok 
tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang 
tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan 
(extraction), dan nepotisme (nepotism).65 
Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat dan 
merusak. Jika membicarakn tentang korupsi memang akan menemukan 
kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat 
dan keadaaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatut 
pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, 
 
64Hariman Satria. Anatomi Hukum Pidana Khusus. Yogjakarta: UII Press Cetakan Pertama, 2014, 
hlm.27 
65Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, Jakarta: 





factor ekonomidan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke 
dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya66. 
Adapun Henry Campble Black mendefinisikan korupsi sebagai 
“perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu 
keuntungan yang tidak resemi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah 
menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu 
keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan 
kewajiban dan hak-hak dari pihak-pihak lain67.” 
Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak 
disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) 
menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
 
66 Evi Hartanti,  Loc. Cit.,, hlm. 9. 





paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).” 68 
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 
a. Subjek Hukum Orang 
Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang –
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum 
orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu69: 
1) Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada 
umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata 
permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang 
menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak. 
pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana 
korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya 
Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana 
juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6. 
2) Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari 
subjek hukum orang tersebut, yang in casu ada banyak 
kualitasnya pembuatnya antara lain : 
 
68Tim New Merah Putih.Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yogjakarta: New 
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a) pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya 
Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i); 
b) pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a); 
c) hakim (Pasal 12 huuf c); 
d) advokat (Pasal 12 huruf d); 
e) saksi (Pasal 24); bahkan 
f) tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 
22 jo Pasal 28). 
Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi70: 
1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang 
tentang Kepegawaian; 
2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana; 
3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau 
daerah; 
4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 
 





5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 
 
 
b. Subjek Hukum Korporasi 
Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro 
bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem 
pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum 
tindak pidana, yaitu71: 
1) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus 
korporasi yang bertanggung jawab. 
2) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung 
jawab. 
3) Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung 
jawab. 
Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat 
dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak 
dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat 
beberapa ketentuan. 
 





Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para 
praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang 
melakukan tindak pidana korupsi, yakni72: 
1) indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi; 
2) secara sumir mengatur hukum acaranya; 
3) mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya. 
 
3. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi 
a. Kejahatan Transnasional (Transnational Crime) 
Kongres PBB ke- 6 tahun 1980 di Caracas Venezuela 
mengklasifikaikan tindak pidana korupsi ke dalam tipe kejahatan yang 
sukar dijangkau oleh hukum (offences beyond the reach of the law). 
Sementara itu, Konferensi Internasional Antikorupsi ke-7 tahun 1995 
di Beijing menyatakan tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan 
yang sulit pembutktiannya. Selanjutnya, kongres PBB ke- 9 di Kairo 
memberi sebuah catatan khusus tentang kemungkinan telah terjadinya 
peningkatan antara kasus- kasus di kalangan pejabat public (cases 
official corruption) dengan organisasi kejahatan transnasional 
(transnational crime organization). Maka dari itu, pada Desember 
2003, dideklarasikan United Nations Conventions Against Corruption 
 





(selanjutnya disebut UNCAC) yang disahkan dalam Konferensi 
Diplomatik di Merida Meksiko73. 
b. Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) 
Selain sebagai kejahatan yang bersifat transnasional, 
korupsijuga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Dalam UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa karena tindak 
pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas atau 
merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), maka 
pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara 
yang khusus (extraordinary measure) dan dengan menggunakan 
instrumen yang luar biasa pula (extraordinary instrument)74.  
c. Kejahatan Sistematik dan Terstruktur 
Dalam beberapa kasus di Indonesia seperti kasus Wisma Atlet, 
kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), dll 
membuktikan bahwa korupsi dilakukan secara sistematis dan 
terstruktur mulai dari hulu hingga ke hilir. Korupsi dilakukan mulai 
dari pengalokasian anggaran, tender proyek, pelaksanaan pengadaan, 
dan pembangunan proyek75. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Korporasi 
1. Pengertian Tentang Korporasi 
Secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) 
sebagai subjek hukum, akan tetapi selain orang perseorangan dikenal pula 
subjek hukum yang lain, yaitu badan hukum yang padanya melekat hak 
dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek 
hukum76. Berbicara masalah korporasi, maka kita tidak dapat melepaskan 
pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi 
merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan “badan hukum” 
(rechtspersoon) dan “badan hukum” itu sendiri merupakan terminologi 
yang erat kaitannya atau dipergunakan dalam ilmu hukum perdata77. 
Menurut Rudi Prasetya, kata korporasi adalah sebutan yang lazim 
dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang 
biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang perdata, sebagai badan 
hukum atau yang dalam bahasa Belanda di sebut sebagai rechtspersoon 
atau dalam bahasa Inggris disebut legal entities ata corporation.78 
Badan hukum adalah pendukung hak dan kewaiban berdasarkan 
hukum yang bukan manusia, ia juga dapat menuntut atau dapat dituntut 
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sebagai subjek hukum lain dimuka pengadilan. Adapun yang menjadi ciri-
ciri dari sebuah badan hukum diantaranya sebagai berikut:79 
1) Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-
orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum 
tersebut. 
2) Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan 
kegiatan badan hukum tersebut. 
3) Memiliki tujuan tertentu. 
4) Berkesinambungan atau memiliki kontinuitas dalam arti 
keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-
hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang 
yang menjalankannya telah berganti. 
Kemudian menurut Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa dalam 
mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari 
artinya secara sempit, maupun melihat dalam artinya yang luas. Sutan 
Remi Sjahdeini menyatakan bahwa:  
“Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi 
merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat 
atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. 
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Artinya, hukum perdatalah yang mengakui eksistensi dari korporssi dan 
memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan 
hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan 
“matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila 
matinya korporasi itu diakui oleh hukum"80 
Lalu pengertian luas korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi 
Sjahdeini mendefinisikan korporasi sebagai berikut.: 
“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun 
bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan 
terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai 
badan hukum yang digolongkan sebagai korporas menurut hukum pidana, 
tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau C V dan persekutuan atau 
maatschap, yaitu badan-badan usaha yang Menurut hukum perdata bukan 
suatu badan hukum.”81 
Jadi, dalam hal ini hanya dibatasi bahwa korporasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah 
berbadan hukum. Adapun alasan yang dikemukakan oleh pendapat 
pertama ini bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus 
serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat 
lain adalah pendapat yang mengartikan korporasi secara luas, di mana 
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dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan 
manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, 
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana82. 
Dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus seperti Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana teIah diubah oleh Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sudah dengan tegas mengatur korporasi sebagai subjek hukum. 
Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikemukakan bahwa83: “Korporasi 
adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik 
merupakan badan hukum maupun bukan dan/ atau badan hukum”. 
 
2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana 
Korporasi diatur atau dijadikan subjek hukum pidana karena adanya 
perkembangan masyarakat yang tidak terbendung lagi. Dengan demikian 
dirasakan perlu dan mendesak untuk menjadikan korporasi sebagai subjek 
hukum (khususnya hukum pidana) di mana korporasi bertindak sebagai 
“wadah” yang membawa hak dan kewajiban84. Korporasi sebagai subjek 
hukum pidana mengalami beberapa perkembangan secara bertahap. 
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Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, 
sccara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap sebagai berikut:  
1) Tahap Pertama: Hanya Manusia Alamiah Sebagai Subjek Hukum 
Pidana  
Tahap pertama ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik atai 
tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada orang-
perorangan (natuurlijk persoon). Pada tahap ini, apabila suatu tindak 
pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana 
tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi, yang nota bene 
adalah manusia alamiah.Hal ini dilakukan karena korporasi 
membebankan “tugas mengurus” (zorgplicht) kepada pengurusnya85. 
Tahap ini, sebenarnya merupakan dasar bagi Pasal 51 Wetbook van 
Stafrecht (KUHP Belanda) yang sekarang menjadi Pasal 59 KUHP 
yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini sangat dipengaruhi oleh asas 
“societas delinquere non potest” yaitu sebuah asas yang menyatakan 
bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana (dan 
sebagai konsekuensinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban 
secara pidana)86. 
 






2) Tahap Kedua: Badan Usaha (Korporasi) Dinilai Dapat Melakukan 
Tindak Pidana Tetapi Pertanggungjawabannya Dilimpahkan 
Kepada Pengurus-pengurusnya.  
Pada tahap kedua, korporasi diakui dapat melakukan tindak 
pidana, akan tetapi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan 
tersebut secara pidana adalah para pengurusnya Yang secara nyata 
memimpin korporasi yang bersangkutan87.  
Hal ini dinyatakan secara tegas dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut, misalnya 
saja dalam Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 12/ 
Drt/ 1951 tentang Senjata Api yang menyatakan88:  
Pasal 4 ayat (1): “Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum 
menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu 
badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat 
dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat”.  
Pasal 4 ayat (2): “Ketentuan pada ayat (1) di muka, berlaku juga 
terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau 
wakil dari suatu badan hukum lain”.  
Hal serupa dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 
 






Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan yang menyatakan:  
Pasal 46 ayat (2): “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk  
Perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka 
penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap 
mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang 
bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-
duanya”.  
Pada tahap ini, penulis menilai bahwa pertanggungjawaban pidana 
korporasi secara langsung masih belum muncul karena 
pertanggungjawaban pidana masih dibebankan kepada pengurus 
korporasi89. 
3) Tahap Ketiga: Korporasi Dinilai Dapat Melakukan Tindak Pidana 
dan Mempertanggungjawabkannya Secara Pidana. 
Tahap ini merupakan permulaan adanya pertanggungjawaban 
pidana langsung dari korporasi yang dimulai sesudah Perang Dunia 
Kedua. Pada tahap ini, dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi 
dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana90. 
 






Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi 
sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat 
dipernggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Darurat 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, 
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang telah dikenal 
dengan nama Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi 
tepatnya pada Pasal 15, Pasal 38 ayat (1) huruf f Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Pasal 20 ayat 
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang.  
Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana 
sebagaimana diuraikan di atas tentunya akan berpengaruh juga 
terhadap kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat 
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai peraturan 





Terkait dengan hal ini, terdapat 3 (tiga) model pertanggungjawaban 
pidana korporasi yaitu sebagai berikut:91 
1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 
harus bertanggungjawab;  
2) Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang harus 
bertanggungjawab; dan  
3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai pihak yang 
bertanggungjawab.  
Model-model tersebut di atas dalam perspektif kebijakan kriminal 
(criminal policy) dan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan 
menggunakan hukum pidana (kebijakan hukum pidana atau dikenal 
dengan istilah "penal policy’) khususnya kebijakan formulasi atau 
kebijakan legislasi merupakan dasar atau bahan untuk menyusun 
ketentuan peraturan hukum pidana yang menyangkut korporasi sebagai 
subjek hukum pidana. Pilihan model sistem pertanggungjawaban pidana 
korporasi yang akan dianut dan diterapkan merupakan ruang lingkup 
kebijakan dan akan sangat tergantung dari pilihan aparat legislatif, apakah 










3. Doktrin-doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 
Pada umumnya, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan 
pada doktrin respondeat superior, yaitu suatu doktrin yang menyatakan 
bahwa korporasi sendiri tidak dapat melakukan kesalahan. Dalam hal ini, 
hanya agen-agen korporasi yang dapat melakukan kesalahan, yaitu mereka 
yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh sebab itu, agen-agen 
korporasi saja yang dapat melakukan kesalahan dan mempertanggung 
jawabkan perbuatannya secara pidana92. 
Doktrin respondeat superior kemudian menghasilkan tiga model 
pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu direct corporate criminal 
liability, strict liability, dan vicarious liability. Namun sebelum lebih jauh 
membahas mengenai teori-teori atau doktrin-doktrin tersebut, perlu 
ditekankan bahwa antara teori-teori atau doktrin-doktrin yang satu dengan 
yang lain memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga tidak 
dapat dipisah-pisahkan93. 
1) Identification Theory atau Direct Liability Doctrine 
Teori ini dikenal sebagai doktrin pertanggung jawaban pidana 
secara langsung. Di Inggris, sejak tahun 1944 telah diatur secara tegas 
bahwa suatu korporasi dapat dipertanggung jawabkan secara pidana94.  
 







Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin 
identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai 
pembenaran bagi pertanggung jawaban pidana korporasi meskipun 
korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut 
doktrin ini, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung 
melalui ”pejabat senior” (senior officer) dan diidentifikasi sebagai 
perbuatan perusahaan atau korporasi itu sendiri. Jadi, dalam teori ini 
agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggung jawaban pidana maka 
orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat 
diidentifikasi terlebih dahulu. 
Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan 
kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh 
orang yang merupakan “directing mind” dari korporasi tersebut. Hal 
senada juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan 
bahwa; “the acts and state of mind of the person are the acts and state 
of mind of the corporation” (tindakan atau kehendak direktur adalah 
merupakan tindakan dan kehendak korporasi)95. 
Directing mind dalam hal ini dapat diartikan sebagai tindakan, 
perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ 
 





perusahaan/korporasi atau manager yang akan menentukan arah, 
kegiatan, operasional pada suatu korporasi96.” 
Dengan demikian, dalam teori identifikasi, perbuatan pidana atau 
tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dan merupakan 
directing mind dari suatu korporasi dapat diidentif'ikasikan sebagai 
perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi.  
Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, bagaimana 
menentukan siapa yang menjadi directing mind dari sebuah korporasi. 
Apabila dilihat dari segi formal yuridis, yaitu melalui anggaran dasar 
korporasi, maka akan terlihat jelas siapa yang menjadi directing mind 
dari korporasi tersebut97.  
Anggaran dasar tersebut berisi penunjukan pejabat-pejabat yang 
mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya.Sebagaimana telah 
dikemukakan pada bagian sebelumnya, selain menitikberatkan pada 
directing mind dari sebuah korporasi, menurut doktrin ini korporasi 
dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui "pejabat 
senior” (senior officer) dan diidentifikasi sebagai perbuatan 
perusahaan atau korporasi itu sendiri, dengan demikian maka 
perbuatan “pejabat senior" (senior officer) dipandang sebagai 








senior adalah: “mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan 
ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan 
rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan 
perusahaan.” Selain itu, menurut Lord Morris, yang dapat dikatakan 
sebagai pejabat senior adalah orang yang tanggungjawabnya mewakili 
atau melambangkan pelaksana dari "the directing mind and will of the 
company." (Pejabat senior adalah orang yang tanggungjawabnya 
mewakili atau melambangkan pelaksana dari the directing mind and 
will of the company)98.  
Oleh sebab itu, hakikat pejabat senior dan the directing mind pada 
dasarnya adalah mereka, baik secara individual maupun kolektif, yang 
diberikan kewenangan untuk mengendalikan korporasi melalui 
tindakan atau kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Pejabat senior dari 
segi struktural dan kewenangan (biasanya direktur dan manajer) 
berbeda dari mereka yang bekerja sebagai pegawai atau agen yang 
melaksanakan perintah atau keputusan yang dibuat oleh pejabat 
senior99. 
Pada akhirnya dalam teori identifikasi (identification theory), 
pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi 
(corporate criminal responsibility) harus memperhatikan dengan teliti 
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siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol 
operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan 
mengambil keputusan atas nama korporasi. Dengan demikian, suatu 
perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh 
korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat senior 
korporasi yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai 
directing mind dari korporasi tersebut100. 
2) Strict Liability atau Absolute Liability 
Doktrin kedua yang mendukung atau membenarkan 
pertanggungjawaban pidana korporasi adalah strict liability atau 
absolute liability atau yang disebut juga dengan pertanggungjawaban 
tanpa kesalahan atau disebut dengan no-fault liability atau liability 
without fault. Dalam prinsip ini, pertanggungjawaban pidana dapat 
dimintakan, tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan 
dari pelaku tindak pidana. Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas 
bahwa strict liability atau absolute liability tidak hanya 
mengesampingkan asas kesalahan tetapi meniadakan asas 
kesalahan101. 
Menurut Barda Nawawi Arief, sering dipersoalkan apakah strict 
liability itu sama dengan absolute liability. Mengenai hal ini, terdapat 
 






dua pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.Pendapat 
pertama menyatakan bahwa strict liability merupakan absolute 
liability.Jadi, dapat dikatakan bahwa kelompok pertama ini 
menyamakan pengertian antara strict liability dan absolute liability. 
Adapun alasan atau dasar pemikirannya bahwa dalam perkara strict 
liability seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (actus 
reus) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat 
dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai 
kesalahan (mens rea) atau tidak. Jadi, seseorang yang sudah 
melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang 
harus atau mutlak dapat dipidana102. 
Terkait dengan hal ini, Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa:  
“Dalam hukum pidana yang terjadi belakangan, diperkenalkan 
pula tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat 
dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki 
mens rea yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa 
pelaku tindak pidana telah melakukan actus reus, yaitu melakukan 
perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan 
perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak pidana yang 
 





demikian itu disebut offence of strict liability atau yang sering dikenal 
juga sebagai offences of absolute prohibitation103.” 
Oleh sebab itu, strict liability dan vicarious liability juga pada 
dasarnya dapat diterapkan terhadap korporasi atas pelanggaran hukum 
atau tindak pidana yang telah dilakukannya yang sudah tentu 
membahayakan kepentingan masyarakat umum dan bersifat luar biasa. 
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, strict liability hanya 
berlaku untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-
undang. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana akan dibebani 
pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya 
kesalahan (mens rea) ketika perbuatan (actus reus) dilakukan. 
Menurut hemat penulis, pemberlakuan ketentuan strict liability 
terhadap tindak pidana tertentu saja (termasuk di dalamnya tindak 
pidana korporasi) adalah sudah tepat, karena penerapannya tidak boleh 
sembarangan melainkan harus dengan pembatasan, sehingga 
penerapannya tidak meluas dan tetap menjamin kepastian hukum104. 
3) Vicarious Liability Doctrine 
Doktrin berikutnya yang membenarkan pertanggungjawaban 
pidana korporasi adalah vicarious liability. Pada dasarnya, doktrin 
vicarious liability didasarkan pada prinsip “employment 
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principle”. Yang dimaksud dengan prinsip employment principle 
dalam hal ini, bahwa majikan (employer) adalah Penanggung 
jawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi 
dalam hal ini terlihat prinsip “the servant’s act is the master act in 
law" atau yang dikenal juga dengan prinsip the agency principle 
yang berbunyi “the company is Iiablefor the wrongful acts of all 
its employees”. Oleh sebab itu, perlu dikemukakan bahwa dalam 
pembahasan mengenai doktrin vicarious liability ini mencakup 
pula pembahasan mengenai doctrine of delegation atau the 
delegation principle105. 
Di sisi lain, vicarious liability doctrine ini sering diartikan 
sebagai pertanggungjawaban pengganti [pertanggungjawaban 
menurut hukum di mana seseorang atas perbuatan salah yang 
dilakukan oleh orang lain (the legal responsibility of one person 
for the wrongful acts of another)]. Pada dasarnya, teori atau 
doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan 
pada hukum pidana. Vicarious liability biasanya berlaku dalam 
hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (the law of 
torts) berdasarkan doctrine of respondeat superior. 
Menurut asas respondeat superior, ada hubungan antara master 







pendapat dari Maxim yang berbunyi qui facit per alium facit per 
se. Menurut Maxim tersebut, seorang yang berbuat melalui orang 
lain dianggap diri sendiri yang melakukan perbuatan itu. oleh 
karena itu, ajaran vicarious liability juga disebut sebagai ajaran 
respondent superior. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan 
oleh Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa vicarious 
liability biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan 
melawan hukum berdasarkan doktrin respondeat superior106. 
Mengenai employment principle ini, Peter Gillies 
mengemukakan beberapa pendapat dalam kaitannya dengan 
vicarious liability, yaitu sebagai berikut ini107:  
a) Suatu perusahaan atau korporasi (seperti halnya manusia 
sebagai pelaku atau pengusaha) dapat bertanggung jawab 
secara pengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh 
karyawan atau agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya 
timbul untuk delik atau tindak pidana yang mampu dilakukan 
secara vicarious. 
b) Dalam hubunganya dengan “employment principle”, tindak 
pidana ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan 
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“summary offences” yang berkaitan dengan peraturan 
perdagangan.  
c) Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup 
pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah 
penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara 
alami, tidak mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah 
pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum 
pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, vicarious liability 
dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan 
perbuatan yang bertentangan dengan instruksi, berdasarkan 
alasan bahwa karyawan dipandang telah melakukan perbuatan 
itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, 
apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul 
walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang 
senior di dalam perusahaan.  
Perlu ditekankan bahwa dalam employment principle, majikan 
adalah pihak utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang 
dilakukan oleh buruh atau karyawannya di mana perbuatan tersebut 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi 
Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang, dimana 
yang dimaksud setiap orang diartikan sebagai orang-perorangan dan/atau 
korporasi dan pegawai negeri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dengan demikian, maka 
subjek hukum yang dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi tidak saja 
orang-perorang sebagai individu, tetapi juga suatu Korporasi. 
Dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, tidak 
semua bentuk tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi. Karena itu 
dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana bentuk tindak pidana 
korupsi yang dilakukan korporasi yang merupakan subjek hukum tindak pidana 
korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3  Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: 
Pasal 2 ayat ( 1 ) 
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 





negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, maka suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi 
telah terjadi manakala memenuhi setidaknya 2 persyaratan sebagai berikut109: 
1. Korporasi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. 
2. Perbuatan dari manusia alamiah sebagai organ dari korporasi secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
Pasal 3 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
 





hidup atau pidana penjara paling singkat 1 ( satu ) tahun dan 
paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ). 
 Melihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, dalam pasal tersebut menjelaskan tidak dapat diterapkan terhadap suatu 
korporasi dengan sembarangan (harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan 
dalam undang-undang) karena dalam ketentutan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebuat mengatur tentang 
penyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan110. 
 Dengan demikian, ketentuan ini hanya dapat berlaku bagi pegawai negeri 
atau pejabat publik.Dalam konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 
korporasi, maka suatu korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban 
pidana menurut ketentuan ini hanya korporasi-korporasi yang bersifat publik, 
misal BUMN111. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, tidak semua bentuk tindak 
pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
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jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dapat dilakukan oleh suatu korporasi dan dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya. 
Bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan Korporasi dan 
dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni tindak pidana sebagaimana 
dirumuskan dalam undang-undang, diantaranya: 
a. Setiap orang (baca: korporasi) “perkataan “setiap orang” harus 
diartikan atau diterjemahkan sebagai suatu korporasi sebagaimana 
ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, dikemukakan dengan tegas: “setiap orang 
adalah orang perorangan atau termasu korporasi” yang secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. (Pasal 2 ayat (1)); 
b. Setiap orang (baca: korporasi) yang dengan tujuan menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 





c. Setiap orang (baca: korporasi) yang memberi atau menjanjikan sesuatu 
dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 5 ayat (1) 
huruf a); 
d. Setiap orang (baca: korporasi) yang memberi sesuatu karena atau 
berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, 
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 5 ayat (1) 
huruf b); 
e. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau 
penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan 
bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keamanan orang atau barang. (Pasal 7 ayat (1) huruf a); 
f. Setiap orang (baca: korporasi) yang bertugas mengawasi 
pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan 
perbuatan curang. (Pasal 7 ayat (1) huruf b); 
g. Bagi setiap orang (baca: korporasi) yang menerima penyerahan bahan 
bangunan dan membiarkan perbuatan curang. (Pasal 7 ayat (2); 
h. Setiap orang (baca: korporasi) menerima hadiah atau janji yang 
berhubungan dengan kewenangan jabatan. (Pasal 11); 
i. Setiap orang (baca: korporasi) menerima suap yang diketahui atau 





melakukan yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. (Pasal 12 
huruf a dan b). 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis sependapat dengan 
Moeljatno dan Sudartoterhadap bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dapat 
dilakukan oleh Korporasi dimana perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan 
yang melanggar dan dilarang oleh suatu aturan hukum sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Korporasi 
tersebut dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri maupun Korporasi 
mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara 
sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pokok dalam menjatuhi pidana kepada 
Korporasi maupun pengurusnya. 
Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi 
yaitu dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst dimana PT 
NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk yang sebelumnya bernama PT DUTA 
GRAHA INDAH, Tbk yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama terdakwa 
oleh pengurus korporasi yaitu Djoko Eko Suprastowo selaku Direktur Utama PT 
NKE, Tbk.  PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk diduga telah 





1. Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit 
Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 
sampai dengan 2010; 
2. Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang 
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010; 
3. Proyek Pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu 
Pelayaran (BP2IP) Surabaya; 
4. Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas 
Mataram di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat; 
5. Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat; 
6. Proyek Pembangunan Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik 
Medan, Provinsi Sumatera Utara; 
7. Proyek Pembangunan Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, 
Provinsi Sumatera Utara; 
8. Proyek Pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, 
Surabaya, Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 dan 2010; 
 Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT NKE tersebut 
merupakan salah satu contoh bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 
korporasi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 ‘setiap orang secara melawan 
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri’ dan Pasal 3 ‘setiap orang 





kewenanagan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan’ dan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT NKE 
(korporasi) tersebut mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian negara atau 
keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah. 
Dengan demikian, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana 
dijelaskan diatas pada dasarnya dapat dilakukan oleh suatu korporasi melalui 
organ atau pengurusnya namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga 
perbuatan dari organ atau pengurusnya tersebut dapat dikategorikan sebagai 
perbuatan dari Korporasi. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat 
dari tindak pidana tersebut sehingga atas perbuatannya, korporasi dapat 








B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak 
Pidana Korupsi 
Pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi 
dalam tindak pidana korupsi berikut ini akan penulis uraikan dengan meninjau 
korporasi sebagai subjek hukum pidana, kedudukan korporasi sebagai pelaku 
tindak pidana, serta pertanggungjawaban hukum korporasi yang melakukan 
tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi  dan PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan 
Perkara Tindak Pidana Korporasi. 
Sebelum masuk pada pembahasan, perlu dijelaskan bahwa dasar hukum 
mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, dalam undang-undang tersebut masih memiliki banyak kekurangan 
terutama dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Oleh karena itu, 
untuk mengisi kekosongan hukum dan kekurangan yang ada pada Undang-
Undang tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak 
Pidana oleh Korporasi. 
Dalam Pasal 2 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penaganan Perkara Tindak Pidana leh Korporasi, dijelaskan bahwa maksud dan 





adalah untuk menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara 
tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dan/atau Pengurus, untuk mengisi 
kekosongan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh 
Korporasi dan/atau Pengurus, dan agar penanganan dalam perkara tindak pidana 
yang dilakukan oleh Korporasi menjadi efektif dan optimal. 
1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana 
Dewasa ini, dalam ilmu hukum pidana telah diterima baik di kalangan 
akademisi maupun kalangan praktisi suatu kejahatan khusus yang 
melibatkan perusahaan yang disebut corporate crime (kejahatan korporat). 
Kadang-kadang untuk kejahatan korporasi ini disebut juga dengan istilah 
“kejahatan korporasi” atau kejahatan organisasi (organizational crime). 
Kejahatan organisasi (organizational crime) harus dibedakan dengan 
“kejahatan terorganisir (organized crime)”, karena dengan organized 
crime yang dimaksudkan adalah kejahatan yang terorganisir yaitu 
kejahatan yang mempunyai sindikat kejahatan. 
Dalam sistem hukum perdata belanda yang sampai saat ini masih 
dianut oleh sistem hukum di Indonesia, maka dikenal sebagai subyek 
hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu individu (orang) dan kedua, 
badan hukum (korporasi)113. Dari pembagian subyek hukum tersebut, 
apabila korporasi ini merupakan suatu subyek hukum yang dapat 
 





melakukan hubungan hukum, maka korporasi termasuk dalam kualifikasi 
badan hukum. 
Setiawan, menjelaskan badan hukum adalah subjek hukum yang 
memiliki hak dan kewajiban sendiri, sekalipun bukan manusia pribadi. Ia 
mewujudkan dirinya dalam bentuk badan atau organisasi yang terdiri atas 
sekumpulan pribadi manusia yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu 
serta memiliki kekayaan tertentu. Selain itu, A.Z Abidin menyatakan 
bahwa Korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang 
diberikan hak oleh sebagian unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, 
untuk tujuan tertentu.114 
Dengan demikian, badan hukum (korporasi) merupakan subyek 
hukum yang memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri sekalipun bukan 
manusia (person), dalam hal ini berbentuk sebagai badan atau organisasi 
yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan 
tertentu serta memiliki kekayaan tertentu pula. Untuk bertindak dalam lalu 
lintas hukum maka badan hukum (korporasi) tersebut diwakili oleh orang-
orang yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan 
hukum tersebut (mewakilinya). 
2. Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi 
Dalam Pasal 3 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang dimaksud tindak 
 





pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh 
orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama 
korporasi didalam maupun diluar lingkungan korporasi. 
Namun, permasalahan perumusan kejahatan Korporasi menimbulkan 
berbagai persoalan, karena Korporasi berakar pada apa yang dinamakan 
“white collar crime” maka terhadap permasalahan apakah korporasi dapat 
dipandang sebagai pribadi, lebih banyak menyangkut aspek hukum 
pidana. Dengan kata lain permasalahannya berkisar pada apakah suatu 
korporasi dapat dipidana atau tidak. 
Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dalam Pasal 1 butir (3) berbunyi: “Setiap orang adalah 
orang perseorangan atau termasuk korporasi.”. Dengan demikian, maka 
subjek hukum yang dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi 
tidak saja orang perorang sebagai individu, tetapi juga suatu Korporasi 
yang telah merugikan keuangan atau perekonomian negara. 
Perumusan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata 
“orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 199 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat ditafsir bahwa termasuk 





orang, menurut Satjipto Rahardjo, dalam hukum orang mempunyai 
kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain 
seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain, pada 
akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang 
menjadi pembawa hak dan bisa juga dikenai kewajiban dan seterusnya. 
3. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korporasi Yang 
Melakukan Tindak Pidana Korupsi 
Sistem pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi 
dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan PERMA RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.Dalam peraturan 
tersebut menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran 
dimana pertanggungjawaban pidana tersebut dapat diterapkan terhadap 
korporasi dan/atau pengurusnya.115 
Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: 
“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas 
nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana 
dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.” 
 





Kemudian dalam hal pertanggungjawaban pidana oleh Korporasi, 
telah diaturdalam Pasal 4 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dijelaskan 
dengan tegas bahwa: 
(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban 
pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi 
dalam undang-undang yang mengatur tentang 
Korporasi. 
(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, 
Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi 
sebagaimana ayat (1) antara lain: 
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau 
manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak 
pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan 
Korporasi; 
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak 
pidana; atau 
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah 
yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, 
mencegah dampak yang lebih besar dan 





hukum yang berlaku guna menghindari 
terjadinya tindak pidana. 
Kemudian ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1)  PERMA RI Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh 
Korporasi,diatur dengan tegas bahwa: 
“Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau 
Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.” 
Dan dalam Pasal 23 ayat (2) RERMA RI Nomor 13 tahun 2016 
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi juga 
mengatur bahwa: 
“Hakim menjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang 
mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau 
Pengurus. 
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 20 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 
Pasal 23 ayat (1) PERMA RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana yang 
sudah di jelaskan diatas, maka pertanggungjawaban pidana yang 
dilakukan oleh Korporasi dibebankan kepada: 





2. Pengurusnya saja; 
3. Korporasi dan Pengurusnya. 
Dalam undang-undang dengan tegas menyatakan bahwa “penjatuhan 
pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”. 
Kalimat “dan/atau” dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa 
petanggungjawaban hukum terhadap Korporasi meskipun dapat 
dibebankan pertanggungjawaban pidananyakepada korporasinya saja, 
pengurusnya saja atau korporasi dan pengurusnya, namun merupakan 
pertanggungjawaban pidana dari Korporasi. 
Dengan demikian pertanggungjawaban pidana apabila Korporasi 
terbukti melakukan tindak pidana korpusi dibagi menjadi 3 sesuai dengan 
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dan Pasal 23 ayat (1) PERMA RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yaitu: 
1. Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasinya Saja 
Dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi 
dibebankan kepada Korporasinya saja, pertanggungjawaban pidana 
pokok yang dijatuhkan yaitu berbentuk pidana denda dan pidana 
tambahan. Pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7) 





20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
berbunyi: 
“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi 
hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana 
ditambah 1/3 (satu pertiga).” 
Dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni yang 
berisi perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan 
seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian 
hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan 
tertentu, penyitaan harta benda milik korporasi, pengumuman putusan 
hakim dan lain sebagainya. 
Sebagaimana dalam Pasal 25 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, 
pun dijelaskan bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap korporasi yaitu berupa pidana pokok dan/atau pidana 
tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap kororasi 
adalah pidana denda dan pidana tambahan dijatuhkan terhadap 
korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Namun dalam PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 Tata Cara 





Pasal yang menjelaskan mengenai pidana denda. Seperti dalam 
ketentuan Pasal 28 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi terdapat 
pidana apabila denda tidak dibayar oleh korporasi. Ketentuan Pasal 28 
tersebut berbunyi: 
(1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada 
Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 
(satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap 
untuk membayar denda tersebut.  
(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu 
sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat 
diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.  
(3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa 
dan dilelang untuk membayar denda.” 
Selain dalam Pasal 28 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, ketentuan 
tentang pidana tambahan bagi korporasi diatur pula dalam beberapa 








Pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan 
lain terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan 
putusan pengadilan. 
Pasal 31 
(1) Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan 
berupa perampasan barang bukti, maka perampasan 
barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan 
sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 
(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu 
sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat 
diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. 
(3) Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan 
yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh 
keuntungan tersebut dirampas untuk negara. 
Pasal 32 
(1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa 
uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, 





Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk 
membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. 
(3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu 
sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat 
diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. 
(4) Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang 
pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta 
bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk 
membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. 
2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengurusnya Saja 
Kemudian dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 
korporasi dimana pengurus korporasi terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi, maka bentuk pertanggungjawaban pidana 
dibebankan bagi pengurusnya saja dimana pengurus tersebut 
merupakan penjelmaan dari korporasi. 
Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi yaitu pidana 
pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan 
sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 





uang pengganti, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu 
atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, 
penyitaan harta benda, pengumuman putusan hakim dan sebagainya. 
Selain dalam Undang-Undang tersebut, dalam PERMA RI Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkata Tindak Pidana 
oleh Korporasi, diatur lebih lanjut mengenai bentuk 
pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi 
jika pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh pengurus 
sebagaiman diatur dalam Pasal 29 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, 
yang berbunyi: 
Pasal 29 
(1) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada Pengurus, 
Pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak 
putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar 
denda tersebut. 
(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. 
(3) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, 
Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti 





(4) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah 
berakhirnya hukuman pidana pokok. 
Namun dalam hal bentuk pertanggungjawaban pidana bagi 
pengurus dimana pengurus tersebut merupakan penjelmaan dari 
korporasi, maka terhadap korporasi tidak perlu lagi dimintakan 
pertanggungjawaban secara pidana karena pemidanaan terhadap 
pengurus (manusia alamiah) yang merupakan directing mind, atau 
senior officer, atau orang yang merupakan pengambil kebijakan dari 
korporasi merupakan penjatuhan pidana bagi korporasi yang 
bersangkutan. 
3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi dan 
Pengurusnya 
Pertanggungjawaban pidana terakhir terhadap Korporasi yang 
melakukan tindak pidana korupsi yaitu pertanggungjawaban pidana 
bagi Korporasi dan Pengurusnya. 
Dalam hal pertanggungjawaban bagi Korporasi dan Pengurusnya, 
maka terhadap Korporasi dapat dijatuhkan pidana pokok berupa 
pidana denda dan sanksi pidana alternative apabila pidana denda 
tersebut tidak dibayar oleh korporasi dan pidana tambahan. Kemudian 
bagi Pengurus Korporasi dapat dikenakan pidana pokok berupa pidana 





Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 
PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan 
Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.116 
Dalam Pasal 26 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, menyatakan: 
Pasal 26 
Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-
sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan 
pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 24 dan Pasal 25. 
Berkaitan dengan ketentuan Pasal 26 diatas, dalam hal Korporasi 
dan pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa dalam perkara 
pidana yang sama, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan 
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 
24. Dengan demikian syarat dari korporasi dan pengurusnya diajukan 
bersama-sama harus dalam perkara pidana yang sama, jika korporasi 
dan pengurus tidak dalam perkara yang sama maka keduanya akan 
dibebankan pertanggungjawaban secara pidana dan akan diproses 







Sebagaimana dimaksud ndalam Pasal 26 diatas, ketentuan Pasal 24 
dan Pasal 25 dalam PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penanganan Perka Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan: 
Pasal 24 
(1) Putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan 
terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
(2) Putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan terhadap 
Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencantumkan identitas sebagai berikut: 
a. nama Korporasi;  
b. tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran 
dasar/akta pendirian/peraturan/ dokume /perjanjian 
serta perubahan terakhir; 
c. tempat kedudukan; 
d. kebangsaan Korporasi; 
e.  jenis Korporasi; 
f. bentuk kegiatan/usaha; dan 
g. identitas Pengurus yang mewakili. 
Pasal 25 
(1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi 





(2)  Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap 
Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda. 
(3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Selain ketentuan diatas, perlu diperhatikan pula dalam Pasal 23 
ayat (3) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dimana dalam 
kalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) tersebut Pertanggungjawaban 
pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus tidak menutup 
kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan terbukti terlibat dalam 
tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pihak-pihak lain yang 
terlibat dalam tindak pidana korporasi dapat dimintakan 
pertanggungjawaban pidana secara individual. 
Selain ketentuan bentuk pertanggungjawaban terhadap korporasi 
yang melakukan tindak pidana korupsi diatas, dalam hal korporasi 
telah melakukan tindak pidana korupsi kemudian korporasi melakukan 
penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran untuk 
mengelabuhi penegak hukum juga di atur dalam PERMA RI Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana 





tentang korupsi maupun undang-undang yang mengatur mengena 
korporasi sebagai subjek hukum pidana. 
Mengenai penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran 
korporasi diatur dalam Pasal 1 PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, 
yang berbunyi: 
1) Penggabungan 
Dalam Pasal 1 ayat (4) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh 
Korporasi, yang dimaksud dengan penggabungan adalah perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk 
menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang 
mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang 
menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang 
menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum 
perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 
2) Peleburan 
Dalam Pasal 1 ayat (5) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh 
Korporasi, yang dimaksud dengan peleburan adalah perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk 





karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang 
meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang 
meleburkan diri berakhir karena hukum. 
3) Pemisahan 
Dalam Pasal 1 ayat (6) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh 
Korporasi, yang dimaksud dengan pemisahan adalah perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha 
yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih 
karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian 
aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu 
perseroan atau lebih. 
4) Pembubaran 
Dalam Pasal 1 ayat (7) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh 
Korporasi, yang dimaksud dengan pembubaran adalah bubarnya 
perusahaan karena keputusan RUPS/RUPS LB, atau jangka waktu 
berdirinya yang ditetapkan anggaran dasar telah berakhir, atau 
berdasarkan putusan Pengadilan, atau karena dicabut izin usaha 
perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi 





Kemudian bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam hal 
penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran diatur 
dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 16 dan Pasal 17 PERMA RI Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak 
Pidana oleh Korporasi. 
Pasal 7 
(1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan 
Korporasi maka pertanggungjawaban pidana 
dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang 
ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima 
penggabungan atau Korporasi hasil peleburan. 
(2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka 
pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap 
Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang 
melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai 
dengan peran yang dilakukan.  
(3) Dalam hal Korporasi sedang dalam proses 
pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap 
dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan. 
Pasal 8 
(1) Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak 





milik Korporasi yang diduga digunakan untuk 
melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil 
kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan 
sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat 
diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau 
pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang 
telah bubar tersebut. 
Pasal 16 
(1) Dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan 
diri dengan tujuan untuk menghindari 
pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan 
sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua 
Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau 
penuntut umum melalui suatu penetapan dapat 
menunda segala upaya atau proses untuk 
membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses 
hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum 
tetap. 
(2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada 





penundaan kewajiban pembayaran utang atau 
permohonan pailit didaftarkan. 
(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap Korporasi yang 
bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
ditentukan dalam dokumen pendirian. 
Pasal 7 ayat (1) diatas menjelaskan mengenai bentuk 
pertanggungjawaban korporasi manakala korporasi melakukan 
penggabungan maupun peleburan. Apabila terjadi penggabungan 
maupun peleburan, maka pertanggungjawaban pidana berupa 
penyitaan harta kekayaan maupun aset yang ditempatkan kepada 
korporasi yang menerima penggabungan maupun peleburan. 
Pasal 7 ayat (2) diatas menjelaskan mengenai bentuk 
pertanggungjawaban korporasi manakala korporasi melakukan 
pemisahan. Apabila korporasi melakukan pemisahan, maka bentuk 
pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada korporasi yang 
dipisahkan dan/atau korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau 
kedua-duanya berdasarkan peran dalam tindak pidana yang dilakukan. 
Pasal 7 ayat (3) diatas menjelaskan mengenai bentuk 
pertanggungjawaban terhadap korporasi yang sedang dalam proses 





pembubaran, maka pertanggungjawaban tetap dikenakan terhadap 
korporasi yang akan dibubarkan.  
Dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran, upaya 
untuk mengantisipasi terjadinya pembubaran korporasi tersebut 
dengan maksud untuk menghindari pertanggungjawaban pidana diatur 
dalam Pasal 16 ayat (1) (2) (3) diatas, yang menjelaskan bilamana 
terdapat kekhawatiran korporasi membubarkan diri dengan tujuan 
untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan 
sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas 
permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan 
dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan 
korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan 
berkekuatan hukum tetap.  
Penetapan pengadilan tersebut hanya dapat diberikan sebelum 
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau 
permohonan pailit didaftarkan. Namun demikian, penetapan 
pengadilan tidak dapat diajukan terhadap korporasi yang bubar karena 
berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen 
pendirian. 
Selain itu, apabila korporasi telah bubar setelah terjadinya tindak 
pidana maka korporasi tidak dapat dipidana. Akan tetapi seluruh aset 





dan/atau hasil dari tindak pidana maka penegakan hukumnya 
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-
undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) diatas. 
Kemudian untuk gugatan terhadap aset yang dimiliki oleh 
korporasi yang telah melakukan pembubaran setelah terjadinya tindak 
pidana, maka gugatan tersebut dapat diajukan terhadap pengurus, ahli 
waris, atau pihak ketiga yang menguasai aset milik korporasi yang 
terlah bubar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 
diatas. 
Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korporasi yang diwakili 
oleh pengurusnya dalam hal korporasi melakukan penggabungan, 
peleburan, pemisahan dan pembubaran sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 17 ayat (1) (2) (3) mengikuti tata cara pemeriksan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 PERMA RI Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana 
oleh Korporasi. 
Dengan demikian, menurut hemat penulis dalam hal 
pertanggungjawaban hukum terhadap Korporasi dapat menggunakan 
Doktrin Identifikasi dimana pertanggungjawaban ini dikenal di 
negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris.  
Konsep pertanggungjawaban ini dikenal dengan direct corporate 





dikesampingkan, sikap batin atau perbuatan dari pejabat senior 
korporasi yang memiliki directing mind dapat dianggap sebagai sikap 
korporasi. Hal ini berarti sikap batin tersebut dapat diidentifikasikan 
sebagai korporasi, dengan demikian korporasi bisa dimintai 
pertanggungjawaban langsung. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Richard Card, bahwa: “the acts 
and state of mind of the person are the acts and state of mind of the 
corporation”yaitu tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan 
tindakan dan kehendak korporasi.117 
 







1. Bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi termuat 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi. Bentuk tindak 
pidana korupsi sebagimana dalam undang-undang tersebut yaitu perbuatan 
korporasi secara melawan hukum melakukan tindak pidana memperkaya diri 
sendiri, dan/atau manusia alamiah sebagai organ dari korporasi secara 
melawan hukum melakukan tindak pidana memperkaya korporasi berupa 
penyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 
pemborong atau ahli bangunan yang melakukan perbuatan curang dan 
lainnya. 
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap Korporasi yang melakukan tindak 
pidana korupsi termuat dalam Pasal 20 ayat (1) UUPTPK dan Pasal 23 ayat 
(1) PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara 
Tindak Pidana oleh Korporasi, dimana pertanggungjawaban pidana yang 
dilakukan oleh korporasi dibebankan kepada: Korporasinya saja; Pengurusnya 
saja; dan/atau Korporasi dan Pengurusnya. Terhadap Korporasi 
pertanggungjawaban berupa pidana denda dan terhadap pengurus berupa 
pidana penjara dan pidana denda dan/atau pidana kurungan penganti denda 






1. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
pada pasal yang menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi masih 
menimbulkan ketidakjelasan dan sulit untuk di pahami. Sehingga perlu 
adanya perubahan pada pasal mengenai bentuk-bentuk tindak pidana 
korupsi agar lebih mudah dipahami supaya dalam penegakan perkara 
tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi di Indonesia menjadi 
lebih efisien.  
2. Setiap peraturan yang termuat dalam undang-undang pasti memiliki 
kekurangan, termasuk dalam PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi pun terdapat 
beberapa kekurangan seperti adanya Pasal yang kurang tepat dalam hal 
korporasi dan pengurus diajukan bersama-sama dan Pasal lainya yang 
menimbulkan multitafsir. Dengan demikian perlu ditinjau kembali 
mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi ini 
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Menimbang : a. bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek 
hukum yang keberadaannya memberikan  kontribusi yang besar dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, 
namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan 
pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak 
kerugian terhadap negara dan masyarakat; 
b. bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk 
menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak 
tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal 
liability); 
c. bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi 
sebagai subjek tindak pidana 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun 
perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses 
pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur 
dan tata cara pemeriksaan 
korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  masih   belum 





bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang 
dilakukan oleh korporasi; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah 
Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh 
Korporasi; 
 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009   tentang   Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA 









Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum. 
2. Korporasi Induk (parent company) adalah perusahaan berbadan hukum 
yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut 
perusahaan subsidiari yang juga memiliki status badan hukum 
tersendiri. 
3. Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) atau perusahaan-
perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (sister 
company) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu 
perusahaan induk. 
4. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu 
perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain 
yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan 
yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan 
yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum 
perseroan yang  menggabungkan diri berakhir karena hukum. 
5. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan 
atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu 
perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari 
perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan 
yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 
6. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan 
untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan 






atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum 
kepada satu perseroan atau lebih. 
7. Pembubaran adalah bubarnya perusahaan karena keputusan 
RUPS/RUPS LB, atau jangka waktu  berdirinya yang ditetapkan 
anggaran dasar telah berakhir, atau berdasarkan putusan Pengadilan, 
atau karena dicabut izin usaha perseroan sehingga mewajibkan 
perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 
8. Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat 
dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai 
dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. 
9. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak 
bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang 
diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil 
tindak pidana. 
10. Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan 
korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang 
mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki 
kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya 
dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi 
atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat 
dikualifikasikan sebagai tindak pidana. 
11. Hubungan Kerja adalah hubungan antara korporasi dengan 
pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur 
pekerjaan, upah, dan/atau perintah. 
12. Hubungan Lain adalah hubungan antara pengurus dan/atau korporasi 
dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain 
tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan 





13. Lingkungan Korporasi adalah lingkup korporasi atau lingkup usaha 
korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung 
kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung. 
14. Keterangan Korporasi adalah keterangan pengurus yang mewakili 
korporasi. 
15. Restitusi adalah pemberian ganti kerugian oleh korporasi kepada 
korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 
1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. 
16. Satu hari adalah dua puluh empat jam. 
17. Satu bulan adalah tiga puluh hari. 
 
BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 
 
Pasal 2 
Maksud dan tujuan pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana 
oleh Korporasi adalah untuk: 
a. menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara 
pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; 
b. mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam 
penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau 
Pengurus; dan 
c. mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana 






TATA CARA PENANGANAN PERKARA 
 
Bagian Kesatu Pertanggungjawaban 
Pidana Korporasi dan Pengurus 
 
Pasal 3 
Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh 
orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama 
Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. 
 
Pasal 4 
(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan 
ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur 
tentang Korporasi. 
(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai 
kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: 
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari 
tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan 
untuk kepentingan Korporasi; 
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau 
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan 
untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih 
besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum 
yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. 
 
Pasal 5 
Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal 






Pertanggungjawaban Grup Korporasi 
 
Pasal 6 
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk 
Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang 
mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai 
dengan peran masing-masing. 
 
Bagian Ketiga Pertanggungjawaban 
Korporasi dalam Penggabungan, 
Peleburan, Pemisahan dan Pembubaran Korporasi 
 
Pasal 7 
(1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka 
pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan 
atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima 
penggabungan atau Korporasi hasil peleburan. 
(2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban 
pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau 
Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai 
dengan peran yang dilakukan. 
(3) Dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka 




(1) Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat 
dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga 
digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil 
kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan 





(2) Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat diajukan terhadap 
mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset 






(1) Pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan disampaikan kepada 
Korporasi ke alamat tempat kedudukan Korporasi atau alamat tempat 
Korporasi tersebut beroperasi. 
(2) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, 
pemanggilan ditujukan kepada Korporasi dan disampaikan melalui 
alamat tempat tinggal salah satu Pengurus. 
(3) Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman Pengurus tidak 
diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa 
cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di 
gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. 
 
Pasal 10 
Isi surat panggilan terhadap Korporasi setidaknya memuat: 
a. nama Korporasi; 
b. tempat kedudukan; 
c. kebangsaan Korporasi; 
d. status Korporasi dalam perkara pidana (saksi/ 
tersangka/terdakwa); 
e. waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan 
f. ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut. 
 
Pasal 11 
(1) Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka pada tingkat 





(2) Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Korporasi memanggil 
Korporasi yang diwakili Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dengan surat panggilan yang sah. 
(3) Pengurus yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib hadir dalam pemeriksaan 
Korporasi. 
(4) Dalam hal Korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak 
hadir atau tidak menunjuk Pengurus untuk mewakili Korporasi dalam 
pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang Pengurus untuk 
mewakili Korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada 
petugas untuk membawa Pengurus tersebut secara paksa. 
 
Pasal 12 
(1) Surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
(2) Bentuk surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penyesuaian isi surat dakwaan 
sebagai berikut: 
a. nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor 
anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/perjanjian 
serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan 
Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas 
pengurus yang mewakili; dan 
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 
pidana itu dilakukan. 
 
Pasal 13 
(1) Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula 
hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan. 




(2) Jika Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir karena 
berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan 
penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya 
untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di 
sidang Pengadilan. 
(3) Dalam hal Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai terdakwa telah 
dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan 
yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan 
memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali 
Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut untuk hadir pada hari 
sidang berikutnya. 
(4) Dalam hal Pengurus tidak hadir pada persidangan dimaksud pada ayat 
(3), hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya 




(1) Keterangan Korporasi merupakan alat bukti yang sah. 
(2) Sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan 
oleh Korporasi mengikuti Kitab Undang- Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus 
dalam undang-undang lainnya. 
 
Pasal 15 
(1) Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam 
perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili 
Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa. 
(2) Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat 
mewakili Korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 





(1) Dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan diri dengan 
tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang 
dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan 
Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu 
penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk 
membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai 
adanya putusan berkekuatan hukum tetap. 
(2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan 
kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan. 
(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dapat diajukan terhadap Korporasi yang bubar karena 




(1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka pihak yang 
mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah Pengurus saat 
dilakukan pemeriksaan perkara. 
(2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pihak yang mewakili 
Korporasi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 7 ayat (2) adalah Pengurus dari Korporasi yang menerima 
peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan. 
(3) Dalam hal Korporasi dalam proses pembubaran maka pihak yang 
mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) adalah likuidator. 




(4) Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Korporasi yang 
diwakili oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) mengikuti tata cara pemeriksaan sebagaimana 






Pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan sebagai saksi, 
tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan 
lain yang berlaku. 
 
Bagian Keenam Pemeriksaan 
Korporasi dan Pengurus 
 
Pasal 19 
(1) Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap 
Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri 
atau bersama-sama. 
(2) Dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan 
terhadap Korporasi dan Pengurus dilakukan bersama-sama, maka tata 
cara pemanggilan dan pemeriksaan mengikuti ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18. 
 
Bagian Ketujuh 
Gugatan Ganti Rugi dan Restitusi 
 
Pasal 20 
Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh 
Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut 
ketentuan perundang- undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. 




Bagian Kedelapan Penanganan 
Harta Kekayaan Korporasi 
 
Pasal 21 
(1) Harta kekayaan Korporasi yang dapat dikenakan penyitaan adalah 
benda sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). 
(2) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau 
yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai 
putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh 
kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut 
akan menjadi terlalu tinggi atau dapat mengalami penurunan nilai 
ekonomis, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau 
kuasanya benda tersebut dapat diamankan atau dilelang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Harta kekayaan yang dilelang, sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak 
dapat dibeli oleh tersangka atau terdakwa dan/atau pihak yang 
mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, 
hubungan semenda, hubungan keuangan, hubungan kerja/manajemen, 
hubungan kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan tersangka atau 
terdakwa tersebut. 
(4) Dalam hal benda sitaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3), telah dilelang dan penetapan tersangka terhadap Korporasi 
dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan atau penyidikan 
maupun penuntutan terhadap Korporasi dihentikan berdasarkan surat 
penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan, maka uang hasil 
penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan praperadilan 
berkekuatan hukum tetap atau sejak surat penetapan penghentian 
penyidikan atau penuntutan berlaku. 




(5) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada 
ayat (3) telah dilelang, namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum 
tetap dinyatakan benda sitaan tersebut tidak dirampas untuk negara, 
maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan 
kepada yang berhak paling lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 
(6) Dalam hal dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) terdapat bunga 
keuntungan maka perampasan atau pengembalian uang hasil lelang 
benda sitaan juga disertai dengan bunga keuntungan yang diperoleh 
dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan tersebut. 
 
Bagian Kesembilan 
Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana 
 
Pasal 22 
Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap Korporasi 
hapus karena daluwarsa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
 
BAB III 






(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, 
atau Korporasi dan Pengurus. 
(2) Hakim menjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada masing-masing undang-undang 




yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus. 
(3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana 
dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana 
terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang 






(1) Putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap 
Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP). 
(2) Putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan terhadap Korporasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas sebagai 
berikut: 
a. nama Korporasi; 
b. tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta 
pendirian/peraturan/dokumen/ perjanjian serta perubahan 
terakhir; 
c. tempat kedudukan; 
d. kebangsaan Korporasi; 
e. jenis Korporasi; 
f. bentuk kegiatan/usaha; dan 
g. identitas Pengurus yang mewakili. 
 
Pasal 25 
(1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok 
dan/atau pidana tambahan. 
(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana 
ayat (1) adalah pidana denda. 
(3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 





Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai 
terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan 






(1) Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
(2) Petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan 
putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
Pasal 28 
(1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi 
diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan 
hukum tetap untuk membayar denda tersebut. 
(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut 
pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. 
(3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat 
disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda. 
 
Pasal 29 
(1) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada Pengurus, Pengurus 
diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan 
hukum tetap untuk membayar denda tersebut. 
(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. 




(3) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus 
dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara 
proposional. 
(4) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilaksanakan setelah  berakhirnya hukuman pidana pokok. 
 
Bagian Keempat 




Pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap 
Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan. 
 
Pasal 31 
(1) Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan  berupa perampasan 
barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 
1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 
(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut 
pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. 
(3) Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul 




(1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, 
ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan 
restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka 
waktu paling lama 1 (satu) 




bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang 
pengganti, ganti rugi dan restitusi. 
(3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut 
pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. 
(4) Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi 
dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka 
harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar 
uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. 
 
Pasal 33 
Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan 
akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 






Peraturan Mahkamah Agung ini tidak dapat menjadi dasar bagi upaya 
hukum terhadap perkara pidana oleh Korporasi yang telah diputus sebelum 






Perkara pidana dengan terdakwa Korporasi yang telah dilimpahkan ke 
pengadilan tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang 
memiliki kekuatan hukum tetap dengan mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sebelum  adanya Peraturan Mahkamah 
Agung ini. 








Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, ketentuan 




Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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